Izin Tambang PT JGA Masih Misteri, Dinas dan Camat Mengaku Tidak Tahu

Sumber gambar:
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/06/04/2023/izin-tambang-pt-jga-masih-misteri-dinas-

dan-camat-mengaku-tidak-tahu/

PT JGA menjadi sorotan setelah terbunuhnya Sabriansyah, 63 tahun, di Desa
Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar, Rabu (29/3). Izinnya ternyata masih
misteri. Tapi kenapa PT JGA bisa beroperasi di daerah tambang batu bara di Pengaron?
Endarto tidak memiliki jawabannya. “Mungkin kontraktor perusahaan yang memegang
IUP-nya,” duganya.

Sama halnya dengan Endarto, Camat Pengaron, Alipudin juga kurang mengetahui
perihal sepak terjang PT JGA. la mengaku hanya pernah sekali berbincang dengan
perwakilan PT JGA. la menyebut, tidak ditemukan nama PT JGA dalam daftar
perusahaan yang memiliki IUP di Kalimantan Selatan.

“Saat itu hanya bincang-bincang mereka mau beroperasi. Itu saja. Terkait yang
lain tidak ada,” katanya. Sementara itu, kuasa hukum Muhammad yang bersengketa lahan
dengan PT JGA, Husrani Noor mengatakan, perusahaan tersebut hanya pengelola jalan
hauling.

Tetapi siapa pemberi izinnya, Husrani juga mengaku tak mengetahui.

Namun, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Banjar, Yudi Andrea justru menegaskan dalam data mereka tidak ada izin
pengelolaan jalan hauling atas nama PT JGA.
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“Perizinannya ada di pusat dan di provinsi, untuk kabupaten tidak diberikan
delegasi kewenangan,” ungkapnya.

Menariknya, Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri justru menyatakan pemkab
berwenang memberikan izin jalan tambang. “Sesuai PermenPU, untuk izin jalan khusus
ada di kabupaten,” tutupnya.

Pembunuhan ini berawal dari sengketa lahan dan pemblokiran jalan hauling.
Hingga Sabriansyah berhadapan dengan 20 preman suruhan perusahaan tambang.

Sumber berita:

1. https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/06/04/2023/izin-tambang-pt-jga-
masih-misteri-dinas-dan-camat-mengaku-tidak-tahu/, 6 April 2023.

2. https://headtopics.com/id/izin-tambang-pt-jga-masih-misteri-dinas-dan-camat-
mengaku-tidak-tahu-37613095, 6 April 2023.

Catatan:
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap
pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) dan ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi.! IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan.? Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah
izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium,
eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang
diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan
operasi produksi. 3

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin

usaha pertambangan khusus. IlUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan

1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)
2 |bid, Pasal 1 ayat (7)
3 lbid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9
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setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.*
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.®> Jaminan
Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau
Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan
Reklamasi.®

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.’

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK
Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam
pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi
wajib:®
a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan
Hidup;
b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan
permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan
peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:®
a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;

b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;

% bid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

5 lbid, Pasal 100 Ayat 1

6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13

7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

% Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)
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c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis
dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan

data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan

pihak lain.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4

(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi atau

b.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan
batubara;

jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah 1zin
Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta
lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga
atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan
permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus;
jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan

eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal
pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak
melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan

bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang lzin Usaha

Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.

(2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal
peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran
harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak
mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam,
mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang lzin Usaha
Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan
kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang lzin Usaha
Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan

logam, batuan dan batubara.
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